
  

 
SALINAN SALINAN 

                        
 

 
 
 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG 

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 

TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 
tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga telah 
dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah, 

karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2015 beserta peraturan pelaksanaannya perlu dicabut; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 
kepada Daerah; 

 
Mengingat 

 

: 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan 
Daerah dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 415); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN 

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 

5 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK 
KETIGA KEPADA DAERAH. 

 
  Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 4 Seri E) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2015 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

 
 
 

 
 



  

 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 
 

 Ditetapkan di Pangkalpinang 
 pada tanggal 23 Agustus 2019      
 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
 

dto 

 
 ERZALDI ROSMAN 

 

 
Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 23 Agustus 2019 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 

                       YULIZAR ADNAN 

 

 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 

NOMOR 5 SERI E 
 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR (7-199/2019) 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 

 

MASKUPAL BAKRI 

Pembina Utama Muda/IV.c 

NIP. 19630306 198603 1 015 

 


